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A. Penegasan Judul 
Judul skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Tentang 
Pemberlakuan Biaya Penalti Pada Pemutusan Kontrak Kerja 
Sebelum Waktunya (Studi Kasus di Klinik Limonia Kecamatan 
Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung). Penjelasan istilah-
istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, diuraikan sebagai 
berikut: 
Hukum Islam adalah peraturan berdasarkan wahyu Allah 
dan sunnah rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang 




Biaya adalah uang yang dikeluarkan untuk mengadakan 
(mendirikan, melakukan,dan sebagainya) sesuatu.
2
 




Pemutusan adalah proses, cara, perbuatan memutuskan 
penetapan. 
Kontrak Kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja dan 




Sebelum Waktunya adalah sebelum terjadi, lebih dahulu 
dari suatu pekerjaan, keadaan dan sebagainya.
5
 
 Berdasarkan uraian beberapa istilah di atas dapat ditarik 
kesimpulan bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah kajian 
tentang pemberlakuan biaya penalti pada pemutusan kontrak kerja 
sebelum waktunya di tinjau dari hukum Islam. 
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B. Latar Belakang Masalah 
 Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang saling 
membutuhkan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan 
hidupnya. Persoalan muamalah merupakan suatu hal yang pokok 
dan menjadi tujuan penting agama Islam dalam upaya 
memperbaiki kehidupan manusia, masalah muamalah senantiasa 
terus berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan 
tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup pada pihak 
lain. Salah satu aspek muamalah yang sangat penting bagi manusia 
yaitu al-ijarah.6 
 Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda, adakalanya 
sesuatu yang kita butuhkan itu ada pada orang lain. Untuk 
memenuhi kebutuhan itu seseorang tidak mungkin memberinya 
tanpa imbalan. Untuk itu, diperlukan hubungan interaksi dengan 
sesama manusia. Salah satu sarananya adalah dengan jalan 
melakukan sewa menyewa.
7
 Kedudukan akad dalam fiqh 
muamalah pun dapat dikatakan sah jika akad yang dilaksanakan itu 
terpenuhi rukun dan syaratnya.
8
 
 Dalam Islam, melakukan al-ijarah dibolehkan 
berdasarkan firman Allah swt dalam surat al-Maidah ayat 1 sebagai 
berikut: 
فُْٕا بِٱۡنُؼمُِٕد   ۡٔ ْا أَ َٰٕٓ ٍَ َءاَيُُ أَيَُّٓب ٱنَِّزي
َٰٓ  ٔ ...يَ 
Hai orang-orang yang beriman patuhilah akad-akad itu... (Q.S Al-
Maidah (5): 1). 
Surat yang lain berbicara tentang janji agar ditepati dengan 
sungguh-sungguh terdapat dalam surat al-Isra‟ ayat 34 sebagai 
berikut: 
فُْٕا بِٱۡنؼَ  ... ۡٔ أَ ٗل َٔ ْٕ ٌَ َيْغئُ َذ َكب ۡٓ ٌَّ ٱۡنَؼ ِذِۖ إِ ۡٓ ٖٗ 
... dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta 
pertanggungan jawabnya (Q.S. Al-Isra‟ (17): 34).
9
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Dalam konteks Islam, sewa menyewa tenaga (perburuhan) 
disebut juga al-ijarah.10 Al-ijarah sah apabila kedua belah pihak 
melakukan dengan sukarela, mengetahui dengan sempurna barang 
yang diakadkan, dan barang tersebut juga harus dapat 
dimanfaatkan menurut kriteria syara‟ yang mana manfaat 
diakadkan merupakan hal yang mubah bukan hal yang haram dan 
bukan wajib.
11
 Selain itu al-ijarah sah apabila terpenuhi syarat dan 
rukunnya. 
Dalam suatu usaha sebelum melakukan kegiatan yang 
melibatkan antara pekerja dan pemilik usaha diperlukan adanya 
suatu perjanjian kerja antara pemilik usaha sebagai pihak pertama 
dan pekerja sebagai pihak kedua untuk menaati dan melaksanakan 
perjanjian dan kesepakatan adalah kewajiban dalam Islam lantaran 
ia memiliki pengaruh yang baik dan peran yang besar dalam 
menjaga perdamaian, memiliki urgensi yang besar dalam 
menyelesaikan berbagai perselisiahan dan mengandung persamaan 
hubungan.
12
 Salah satunya karyawan di Klinik Limonia Kecamatan 
Teluk Betung Selatan Bandar Lampung yang mengundurkan diri 
dari klinik tersebut tetapi masa kontraknya belum berakhir, 
sehingga mengakibatkan karyawan tersebut terkena penalti atau 
denda dengan pergantian sejumlah uang 5 (lima) kali gaji pokok. 
Pemberlakuan biaya penalti pada pemutusan kontrak kerja 
sebelum waktunya ini adalah pekerja yang atas permintaannya 
sendiri ingin mengundurkan diri atau memutuskan hubungan 
kerjanya dengan pemilik usaha (pihak pertama) bila masa kontrak 
belum habis dan pekerja tetap ingin mengundurkan diri maka 
pekerja wajib membayar uang penalti sebesar 5 (lima) kali gaji 
pokok dan pihak pertama tidak membayarkan sisa upah bulan 
berjalan. Upah yang diberikan setiap satu bulan sekali, perbulan 
mendapatkan gaji dan uang makan sebesar Rp. 1.450.000/bulan 
gaji yang diberikan sesuai dengan perjanjian saat awal melamar 
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kerja. Akad ini termasuk akad al-ijarah, akad ini diperbolehkan 
atas manfaat yang mubah, adapun manfaat yang diharamkan 
adalah seperti bangkai dan darah.
13
 
Selepas dalam hal ini, Klinik Limonia di Kecamatan Teluk 
Betung Selatan Bandar Lampung merupakan salah satu dari sekian 
banyaknya usaha klinik kecantikan yang terbilang sudah cukup 
lama usianya dan cukup besar kliniknya, pada klinik ini memiliki 
perjanjian tertulis dalam pengaturan kontrak kerjanya. Melihat 
permasalahan ini, timbul pertanyaan sudahkah sesuai dengan 
kesepakatan kerja yang telah disepakati antara pemilik usaha dan 
karyawannya untuk mencapai sistem perjanjian kerjasama ini. 
 
C. Fokus Penelitian 
Dalam penelitian ini penulis dapat menfokus masalah 
terlebih dahulu agar tidak terjadi perluasan permasalahan yang 
nantinya tidak sesuai dengan penelitian ini. Maka fokuskan 
penelitiannya adalah bagaimana praktik dan pandangan hukum 
Islam terhadap pemberlakuan biaya penaltI pada pemutusan 
kontrak kerja sebelum waktunya. 
 
D. Rumusan Masalah  
Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka perlu 
dirumuskan fokus permasalahan yang akan dibahas, adapun yang 
menjadi pokok permasalahannya yaitu: 
1. Bagaimana praktik pemberlakuan biaya penalti pada pemutusan 
kontrak kerja sebelum waktunya? 
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pemberlakuan 
biaya penalti pada pemutusan kontrak kerja sebelum waktunya? 
 
E. Tujuan Penelitian  
1. Untuk mengetahui praktik pemberlakuan biaya penalti pada 
pemutusan kontrak sebelum waktunya. 
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2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang 
pemberlakuan biaya penalti pada pemutusan kontrak sebelum 
waktunya. 
 
F. Manfaat Penelitian 
a. Secara teoritis, penelitian ini sangat bermanfaat karena untuk 
menambah pemahaman bagi masyarakat mengenai konsep 
biaya penalti, praktik biaya penalti yang sesuai dengan syariat 
Islam yang berdasarkan Alquran dan Hadist. Serta diharapkan 
dapat memperkaya khazanah pemikiran keislaman pada 
umumnya civitas akademik fakultas Syariah, jurusan Muamalah 
pada khususnya. Selain itu diharapkan menjadi stimulator bagi 
penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian terus 
berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal. 
b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan untuk dapat 
memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum 
(S.H) pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.  
 
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 
1. Penelitian yang dilakukan oleh Ainil Mawa jurusan Hukum 
Eonomi Syariah IAIN Purwokerto, 2017, yang berjudul 
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penalti pada Pengambilan 
Simpanan Berjangka (Deposito) Mudharabah Sebelum Jatuh 
Tempo. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini 
adalah penelitian deskriptif analitis, data yang diperoleh dalam 
penelitian ini adalah data yang menggambarkan dan melukiskan 
subyek atau obyek pada seseorang atau lembaga pada saat 
sekarang dengan berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana 
yang berhubungan dengan penalti yang dilakukan pihak BMT 
terhadap anggota yang menarik dananya sebelum jatuh tempo, 
kemudian dilakukan analisis tentang permasalahan tersebut 
dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh hukum 
Islam. Melalui penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa 
anggota BMT yang mengambil simpanan mudharabah 
berjangka (deposito) sebelum jatuh tempo, maka anggota akan 




didepositokan. Besar kecilnya penalti sesuai dengan 
kesepakatan antara anggota dengan pihak BMT. Dan praktek 
penalti dalam akad perjanjian mudharabah berjangka (deposito) 
antara anggota dengan pihak BMT Syirkah Muawanah MWC 
NU Adiwerna Tegal adalah sah menurut hukum Islam karena 




2. Penelitian yang dilakukan oleh Nurhidayati, Jurusan Muamalah 
IAIN Sunan Ampel yang berjudul Tinjauan Hukum Islam 
Terhadap Penalti Pada Nasabah Bank Danamon Simpan Pinjam 
(DSP) Cabang Wadung Asri Sedati Sidoarjo, 2009. Metode 
penelitian yang digunakan penelitian lapangan (field research) 
yang bersifat deskriptif analisis, diperkaya dengan data 
kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan untuk menghimpun 
data lapangan tentang perjanjian perpanjangan sewakos 
sebelum jatuh tempo. Sumber data yang digunakan adalah data 
primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui 
wawancara (interview), observasi (pengamatan), dokumentasi. 
Dalam pengolahan datanya dilakukan melalui, editing, 
klasifikasi, interprestasi, sistemating. Hasil tentang penerapan 
penalti pada kredit hutang piutang di Bank Danamon Simpan 
Pinjam (DSP) adalah pertama, penerapan penalti pada kredit 
utang piutang apabila debitur melakukan pelunasan hutang 
sebelum masa jatuh tempo selesai. Penalti akan dihitung sejak 
debit menyatakan pelunasannya kepada Bank Danamon 
Simpan Pinjam (DSP). Kedua, faktor-faktor yang 
menyebabkan diberlakukannya penalti adalah kelalaian dan 
wanprestasi dari debit sehingga kreditur merasa dirugikan, 
ketiga agar tidak terjadi hal tersebut dan untuk mengantisipasi 
adanya kredit macet maka kreditur menerapkan penalti. Hal 
ini diperbolehkan Islam dikarenakan sudah diadakan 
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kesepakatan dalam surat perjanjian kontrak kredit yang 
disetujui oleh kedua belah pihak.
15
 
3. Penelitian yang dilakukan oleh Faisal Burhan, Jurusan 
Muamalah di UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul 
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kontrak Kerja 
Karyawan di Toko Buku Toga Mas Margorejo (2015). Jenis 
penelitian adalah penelitian lapangan (field research) dengan 
pendekatan deskriptif normatif, dan sumber data diperoleh dari 
pelaku sewa-menyewa. Data diperoleh dengan menggunakan 
teknik wawancara, dokumentasi, data yang telah terkumpul 
kemudian dianalisis deskriptif. Hasil penelitian ini adalah 
mekanisme kontrak kerja karyawan toko buku Toga Mas telah 
diatur dalam PKWT ( Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ) dan 
pasal-pasal dari peraturan kontrak kerja tersebut, dalam hal ini 
pihak kedua selaku karyawan telah menandatangani kontrak 
kerja telah menyetujui semua perjanjian yang berlaku dalam 
jangka waktu tertentu. Pelaksanaan kontrak kerja karyawan 
toko buku Toga Mas telah sesuai dengan hukum Islam dan tidak 
ada larangan syara yang menghalanginya.
16
 
Meskipun pada dasarnya judul-judul skripsi di atas 
memiliki permasalahan yang hampir sama, namun substansi 
penelitian yang diajukan berbeda. Pada peneltian yang dilakukan 
ini peneliti mencoba mencari pandangan hukum Islam terhadap 
pemberlakuan biaya penalti pada pemutusan kontrak kerja sebelum 
waktunya di klinik kecantikan Limonia Bandar Lampung. 
Selain itu objek penelitian skripsi ini juga berbeda dengan 
relevansi diatas, skripsi ini berfokus pada pemberlakuan biaya 
penalti pada pemutusan kontrak kerja sebelum waktunya serta 
dalam pelaksanaan akadnya memiliki banyak perbedaan dengan 
relevansi diatas tersebut. 
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Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat diketahui 
bahwa judul skripsi yang diajukan oleh penulis memiliki substansi 
yang berbeda dengan karya-karya ilmiah yang telah ada. Oleh 
karena itu permasalahan tentang pemberlakuan biaya penalti pada 
pemutusan kontrak kerja sebelum waktunya kontrak habis di klinik 
Limonia Bandar Lampung. 
 
H. Metode Penelitian  
Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang 
dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, 
pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya 
diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau 
isu tertentu.
17
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode kualitatif. Dalam hal ini, penulis memperoleh data dari 
penelitian lapangan langsung pada di Klinik Limonia, Kecamatan 
Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung. 
1. Jenis Penelitian  
Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field 
research) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan 
data dari lokasi atau lapangan. Penelitian ini juga menggunakan 
penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang 
dilaksanakan dengan menggunakan literature (kepustakaan), 




2. Sifat Penelitian 
Penelitian ini sifatnya termasuk penelitian deskriptif 
analitik, yaitu penelitian yang digunakan untuk 
mengungkapkan, menggambarkan, dan menguraikan suatu 
masalah secara objektif dari objek yang diselidiki tersebut.
19
 
Dalam penelitian ini akan dideskripsikan bagaimana pandangan 
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hukum Islam terhadap pemberlakuan biaya penalti pada 
pemutusan kontrak kerja sebelum waktunya. 
3. Data dan Sumber Data  
Fokus penelitian ini lebih pada persoalan penentuan 
hukum dari perjanjian terhadap pemberlakuan biaya penalti 
pada pemutusan kontrak kerja sebelum waktunya. Oleh karena 
itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
a. Data primer  
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 
responden atau objek yang diteliti. Sumber data yang utama 
yaitu sejumlah responden yang terdiri dari perorangan yang 
merupakan pemilik usaha dan karyawan di Klinik Limonia, 
Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah teknik pengumpulan data 
menggunakan risetyang dilakukan dengan cara membaca 
buku, artikel, jurnal, majalah, dan sumber-sumber yang 
berkaitan. 
4. Populasi dan Sampel 
a. Populasi  
Populasi adalah jumlah manusia atau unit yang 
mempunyai karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 
peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 
kesimpulannya.
20
 Jadi, populasi bukan hanya orang, tetapi 
juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga 
bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang 
dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat 
yang dimiliki oleh subjek atau objek itu. Populasi dalam 
penelitian ini berjumlah 54 orang. 
b. Sampel 
Sampel adalah sebagian anggota populasi yang 
memberikan keterangan data yang diperlukan dalam 
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 Penyusun menekankan pada metode purposive 
sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan sengaja dan 
pertimbangan tertentu,
22
 yang diambil 5 orang yakni 4 
karyawan dan 1 pemilik usaha. 
Non probability sampling merupakan suatu teknik 
pengambilan yang tidak memberi peluang atau kesempatan 




5. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data merupakan langkah yang 
paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari 
penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui metode 
pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data 
yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Untuk itu 
digunakan beberapa metode, yaitu: 
a. Pengumpulan Data dengan Observasi  
Observasi adalah fakta mengenai dunia kenyataan 
yang diperoleh dari observasi dengan memperhatikan 
sesuatu melalui pengamatan terhadap suatu objek penelitian. 
Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data secara 
langsung ke klinik Linomia sebab dengan cara demikian 
peneliti dapat memperoleh data yang baik, utuh dan akurat. 
Metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran umum 
objek penelitian. 
b. Pengumpulan Data dengan Interview 
Interview yang sering juga disebut dengan 
wawancara atau kuesioner lisan, adalah sebuah dialog yang 
dilakukan oleh wawancara (interview) untuk memperoleh 
informasi dari wawancara. Pada praktiknya penulis 
menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk diajukan secara 
langsung kepada pihak-pihak yang berkompeten seperti 
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pemilik usaha dan karyawan untuk mengetahui bagaimana 
praktik biaya penalti terhadap pemutusan kontrak kerja 
sebelum waktunya di Klinik Linomia Kecamatan Teluk 
Betung, Bandar Lampung dan selanjutnya akan dilihat dari 
pandangan Hukum Islam. 
c. Dokumentasi 
Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal 
atau variable berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, 
majalah, agenda dan sebagainya. 
6. Metode Analisis Data 
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian 
ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu tinjauan hukum 
Islam terhadap pemberlakuan biaya penalti pada pemutusan 
kontrak kerja sebelum waktunya. Setelah data terhimpun 
selanjutnya akan dikaji menggunakan analisis secara kualitatif 
berupa suatu prosedur yang menghasilkan data deskriptif, yaitu 
suatu gambaran penjelasan secara logis dan sistematis. 
Kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan suatu jawaban 
dan permasalahan pokok yang diangkat dalam penelitian ini 
dengan menggunakan berfikir deduktif. 
 
I. Sistematika Pembahasan  
 Berkaitan dengan skripsi ini, secara keseluruhan dalaam 
pembahasannya terdiri dari: 
Bab pertama, berisi pendahuluan, yaitu gambaran secara 
umum dengan memuat: penegasan judul, latar belakang masalah, 
fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode 
penelitian, sistematika pembahasan.  
Bab kedua, berisi tentang tinjauan secara umum tentang 
penalti meliputi: pengertian penalti, dasar hukum penalti, syarat-
syarat penalti, pengertian denda, dasar hukum denda, 
pemberlakuan denda menurut hukum Islam, syarat penggunaan 
hukuman denda, dan perjanjian kerja menurut hukum Islam 




ijarah, macam-macam al-ijarah, hal-hal yang dapat membatalkan 
al-ijarah. 
Bab ketiga, membahas tentang gambaran umum Klinik 
Limonia, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar 
Lampung, pemberlakuan biaya penalti pada pemuutusan kontrak 
kerja sebelum waktunya di Klinik Limonia. 
Bab keempat adalah pelaksanaan praktik pemberlakuan 
biaya penalti pada pemutusan kontrak kerja sebelum waktunya dan 
pandangan hukum Islam tentang pemberlakuan biaya penalti pada 
pemutusan kontrak kerja sebelum waktunya. 
Bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari 








A. Kajian Teori 
1. Ketentuan Umum Tentang Penalti 
a. Pengertian Penalti 
 Penalti adalah hukuman berupa pengenaan biaya 
karena pelanggaran suatu perjanjian, misalnya kelambatan 
pelunasan utang pokok atau pelanggaran ketentuan rasio 
kas.
24
 Penalti merupakan hal yang bersifat hukum berkaitan 
dengan sanksi di dalamnya dapat mengatur dan memaksa. 
Di dalam sifat hukum yang mengatur, terdapat larangan-
larangan. Apabila suatu larangan tersebut dilanggar, maka 
dapat menimbulkan sanksi. Sanksi hukum ini bersifat 
memaksa, hal ini berarti bahwa tertib itu akan bereaksi 
terhadap peristiwa-peristiwa tertentu karena dianggap 
merugikan masyarakat sebagai akibat dari adanya 
pelanggaran tersebut. Dengan cara memaksa, maka suatu 
penderitaan dikenakan terhadap seseorang dengan paksa 
walaupun yang bersangkutan tidak menghendakinya. 
Sebuah hukuman atau tindakan memaksa yang dihasilkan 
dari kegagalan untuk mematuhi undang-undang.
25
 Definisi 
penalti atau denda secara bahasa adalah hukuman 
membayar uang. Kata denda berarti hukuman yang berupa 
keharusan membayar dengan bentuk uang karena melanggar 
aturan, atau juga dalam arti uang yang harus dibayarkan 
sebagai hukuman karena melanggar aturan akad maupun 
transaksi baik di sengaja maupun tidak disengaja.
26
 Istilah 
Arab yang digunakan untuk penalti adalah gharamah. Di 
dalam kamus Al-Munawwir kata gharamah diambil dari 
suku kata: 
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 َغَشاَيت   َغِشَو يَْغَشوُ   
Yang memiliki artinya mendenda.
27
 Penalti/denda adalah 
bentuk hukuman yang melibatkan uang yang harus 
dibayarkan dalam jumlah tertentu. Jenis yang paling umum 
adalah uang denda yang jumlahnya tetap, dan denda harian 
yang dibayarkan menurut penghasilan seseorang.
28
 
b. Dasar Hukum Penalti 
1) Surat Al-Baqarah ayat 188: 
ٍۡ أَيۡ  بِو نِخَۡأُكهُْٕا فَِشيٗمب يِّ حُۡذنُْٕا بَِٓبَٰٓ إِنَٗ ٱۡنُذكَّ َٔ ِطِم  نَُكى بَۡيَُُكى بِٱۡنبَ   َٕ اْ أَۡي َٰٕٓ َل حَۡأُكهُ ِل َٔ  َٕ
 ٌَ ٕ ًُ أََخُۡى حَۡؼهَ َٔ ۡرِى   ١١ٔ ٱنَُّبِط بِٱۡۡلِ
Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan 
jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan 
harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu 
dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan 




2) Kaidah Fiqihiyah 
 يَُضالُ  سُ شُ انضَّ 
Bahaya (beban berat) harus dihilangkan. 
Berdasarkan kaidah fiqihiyyah di atas, pengenaan 
penalti pada pemutusan kontrak kerja di Klinik Limonia 
sebelum waktunya merupakan pendekatan yang sesuai 
dengan meringankan kemudharatan yang dilakukan oleh 
pemilik klinik dan berguna pada dasarnya untuk 
mendisiplinkan pegawai klinik. 
c. Syarat-Syarat Penalti 
1) Klausul dalam kontrak.  
2) Perjanjian kredit. 
3) Kewajiban lain-lain yang memperbolehkan lembaga 
keuangan untuk membebani denda karena melakukan 
penarikan pada akun simpanan sebelum waktunya, 
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kelambatan pembayaran pada peminjaman dengan 
angsuran atau putus kontrak.
30
 
2. Denda dalam Hukum Islam 
a. Pengertian Denda 
Istilah Arab yang digunakan untuk denda adalah 
gharamah. Secara bahasa gharamah berarti denda, 
sedangkan dalam bahasa Indonesia denda mempunyai arti 
(1) hukuman yang berupa kearusan membayar dalam bentuk 
uang: oleh hakim yang dijatuhkan hukuman kurungan 
sebulan atau sepuluh juta rupiah, (2) uang yang harus 
dibayarkan sebagai hukuman (karena melanggar suatu 




Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman 
ta’zir. Ta’zir menurut bahasa adalah ta’dib, artinya 
memberi pelajaran. Ta’zir juga diartikan dengan al-Radd 
wa al-Man’u, yang artinya menolak dan mencegah.
32
 Al-
Ta’zir adalah larangan, pencegahan, menegur, 
menghukum, mencela dan memukul. Hukuman yang tidak 
ditentukan (bentuk dan jumlahnya), yang wajib 
dilaksanakan terhadap segala bentuk, baik pelanggaran itu 
menyangkut hak Allah swt maupun hak pribadi.33 
Sedangkan denda (fine), hukuman yang berupa keharusan 
membayar dalam bentuk uang karena melanggar aturan 
undang-undang.
34
 Bentuk hukuman ta’zir tidak ditetapkan 
secara spesifik oleh syara‟, bentuk sanksinya tidak 
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mengikat. Ta’zir menerima pemaafan dan pengguguran 
sanksi. Ta’zir menurut terminologi fikih Islam adalah 
tindakan edukatif terhadap pelaku perbuatan dosa yang 
tidak ada sanksi had dan kafarat atau dengan kata lain, 
ta’zir adalah hukuman yang bersifat edukatif yang 
ditentukan oleh hakim atas pelaku tindak pidana atau 
pelaku perbuatan maksiat yang hukumannya belum 
ditentukan oleh syariat atau kepastian hukumannya belum 
ada. 35 
b. Dasar Hukum Denda 
1) Surat Al-Maidah ayat 89: 
َشحُُّ 
ٍَِۖ فََكفَّ   ًَ ب َػمَّذحُُّى ٱۡۡلَۡي ًَ ِكٍ يَُؤاِخُزُكى بِ
نَ  َٔ ُُِكۡى   ًَ ِٕ فِيَٰٓ أَۡي ُ بِٱنهَّۡغ ۥَٰٓ َل يَُؤاِخُزُكُى ٱَّللَّ
ٔۡ حَۡذِشيُش  حُُٓۡى أَ َٕ ٔۡ ِكۡغ هِيُكۡى أَ ْۡ ٌَ أَ ٕ ًُ َعِظ َيب حُۡطِؼ ۡٔ ٍۡ أَ ٍَ ِي ِكي إِۡطَؼبُو َػَشَشِة َيَغ 
ٍ نَّۡى يَ  ًَ  فَ
ِۖ َُُكۡى  َسلَبَت   ًَ ْا أَۡي َٰٕٓ ٱۡدفَظُ َٔ ُُِكۡى إَِرا َدهَۡفخُۡى    ًَ َشةُ أَۡي
نَِك َكفَّ  زَِت أَيَّبو   َر 
ِجۡذ فَِصيَبُو رَهَ 
 ٌَ خِِّۦ نََؼهَُّكۡى حَۡشُكُشٔ ُ نَُكۡى َءايَ  ٍُ ٱَّللَّ نَِك يُبَيِّ
 ١٨ َكَز 
Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-
sumpahmu yang tidak disengaja (untuk bersumpah), 
tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-
sumpah yang kamu sengaja, maka kafaratnya (denda 
pelanggaran sumpah) ialah memberi makan sepuluh 
orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu 
berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka 
pakaian atau memerdekakan seorang hamba sahaya. 
Barangsiapa tidak mampu melakukannya, maka 
(kafaratnya) berpuasalah tiga hari. Itulah kafarat 
sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan 
jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan 
hukum-hukum-Nya kepadamu agar kamu bersyukur 





ٍْ أَبِي َُْشْيَشةَ لَب َُْذ انَُّبِيَّ َصهَّٗ َى سَ َل أَْػخَ َػ ُ جٌم ِػ َعهَّ  ّللاَّ َٔ  ِّ ِّ َسجَغ إِنَٗ أَ  ىَّ رُ  ىَ َػهَْي ْهِ
 َٕ َب تَ ْبيَ انصِّ  َجذَ فَ ْٕ لَْذ  ْهُُّ حَي أَ فَ  اُي ِّ فََذهََف َليَأْ بِطََؼبأَ ٍْ ُكُم ِي ِّ رُىَّ  ِي  ابَذَ  أْجِم ِصْبيَخِ
َل  ْٕ ِ نَُّ فَأََكَم فَأَحَٗ َسُع ُ ٗ َصهَّ  ّللاَّ ِّ  ّللاَّ َعهَّ  َػهَْي ْٕ  َكشَ َى فَزَ َٔ ِ ُل َرنَِك نَُّ فَمَبَل َسُع  ّللاَّ
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ُ َصهَّٗ  ٍ فََشأَ  ّللاَّ ْي ًِ ٍْ َدهََف َػهٗ يَ َعهََّى َي َٔ  ِّ   اَْب َخْيش  ْيشَ غَ ٖ َػهَْي
َُْٓب فَْهيَأْ ْنيَُكفِّْش ِي َٔ حَِٓب 
 ِّ ُِ ًِ ٍْ يَ ْغهِىُ ) َػ ًُ اُِ اْن َٔ  (َس
Dari Abu Hurairah ra, dia berkata:  pada suatu malam 
ada seorang lelaki yang sedang bersama Rasulullah saw, 
dan tidak lama kemudian dia pun kembali ke rumahnya. 
Setibanya di rumah dia melihat anak-anaknya sudah 
tertidur pulas di kamar tidur. Kemudian istrinya 
menyiapkan makanan untuknya, tetapi lelaki itu 
bersumpah untuk tidak makan karena takut mengganggu 
tidur anak-anaknya. Namun tidak berapa lama, ia pun 
menyantap makanan yang telah disiapkan istrinya. 
Keesokan harinya ia pergi menemui Rasulullah saw dan 
menceritakan kepadanya tentang kejadian semalam. 
Rasulullah saw berkata kepadanya: Barang siapa telah 
bersumpah, kemudian ia melihat sesuatu yang lebih baik 
dari sumpahnya, maka hendaklah ia mengerjakan sesuatu 
yang lebih baik dari itu, dan membayar denda (kafarat) 
dari sumpahnya tersebut (H.R. Muslim).
37
 
Dari Hadits di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 
apabila sesorang sudah melakukan sebuah akad (perjanjian) 
dan dia tidak melaksanakan janji tersebut dengan baik dan 
sengaja melalaikan kewajiban itu maka dia mendapatkan 
hukuman atas kelalaiannya tersebut. 
c. Pemberlakuan Denda Menurut Hukum Islam 
Denda menurut hukum Islam, yaitu sering dijumpai 
di tengah- tengah masyarakat dalam berbagai bentuk denda 
berkaitan dengan perjanjian. Denda keterlambatan ini 
dimaksudkan sebagai sanksi atau hukuman, supaya tidak 
mengulangi perbuatan kelalaian itu kembali. 
Mengenai pemberlakuan denda, terdapat perbedaan 
pendapat ulama fikih. Sebagian berpendapat bahwa 
hukuman denda tidak boleh digunakan dan sebagiannya lagi 
berpendapat boleh digunakan. Ulama mazhab Hanbali, 
termasuk Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziah, 
                                                             
37
Syaikh M. Nasiruddin al-Albani, Mukhtasar Shahih Muslim 




mayoritas ulama mazhab Syafi‟i berpendapat bahwa 
seorang hakim boleh menetapkan hukum denda terhadap 
suatu tindak pidana ta’zir. Alasan yang mereka kemukakan 
adalah sebuah riwayat dari Bahz bin Hukaim yang berbicara 
tentang zakat unta. Dalam Hadits itu Rasulullah saw 
bersabda: 
ٍْ أَْػطَبَْب يُفَشِّ  ٍْ ِدَغببَِٓب َي ا فَهَُّ ُق إِبٌِم َػ ٍْ  أَْجُشَْب ُيْؤحَِجش  َي َْب ْٔ ِخزُ أَ ب أَبَٗ فَئََِّ َٔ
ِّ َػْضَيتٌ َٔ  ٍْ َػَضَيب َشْطَش إِبِهِ  (ئيبغَ َُّ نا اُِ َٔ سَ )  بَُ ِث َسبِّ ِي
 Siapa yang membayar zakat untanya dengan patuh akan 
menerima imbalan pahalanya, dan siapa yang enggan 
membayarnya, saya akan mengambilnya, serta mengambil 
sebagian dari hartanya sebagai denda sebagai hukuman dari 
tuhan kami (H.R. al-Nasai).
 38
 
Menurut mereka Hadits ini secara tegas 
menunjukkan bahwa Rasulullah saw mengenakan denda 
pada orang yang enggan membayar zakat. 
Imam Syafi‟i dalam mazhabnya yang baru (al-qaul 
al-jadid), Imam Abu Hanifah dan sahabatnya, Muhammad 
bin Hasan al-Syaibani, serta sebagian ulama dari Mazhab 
Maliki berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh 
dikenakan dalam tindak pidana ta’zir. Alasan mereka 
adalah bahwa hukuman denda yang berlaku di awal Islam 
telah dinaskhkan (dibatalkan) oleh Hadits Rasulullah saw, di 
antaranya Hadits yang mengatakan: 
ب ًَ ٖ انضَّ دكٌّ  لِ نَْيَظ فِي اْن َٕ  (ّجَ بيَ  ٍُ ابْ  اُِ َٔ سَ )َكبِة ِع
Dalam harta seseorang tidak ada harta orang lain selain 
zakat (H.R. Ibnu Majah). 
Menurut mereka, campur tangan hakim dalam soal 
harta seseorang, seperti mengenakan hukuman denda 
disebabkan melakukan tindak pidana ta’zir, termasuk 
kedalam larangan Allah swt dalam ayat di atas, karena dasar 
hukum denda itu denda itu tidak ada.
39
 Ini adalah perbedaan 
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pendapat para ulama tentang hukuman denda. Para ulama 
memilah jenis-jenis ta’zir dalam 4 (empat) kelompok: 
1) Hukuman fisik, seperti cambuk atau dera. 
2) Hukuman psikologis, seperti penjara atau pengasingan. 
3) Hukuman finansial, seperti denda atau penyitaan. 
4) Hukuman lain yang ditentukan oleh pemerintah demi 
kemaslahatan umum. 
Ulama tidak memiliki titik pandang yang sama 
terkait dengan hukum asal berbagai bentuk transaksi dan 
persyaratan di dalamnya, ada dua pendapat yaitu sebagai 
berikut: pendapat pertama menyatakan bahwa hukum 
asalnya adalah terlarang, kecuali persyaratan-persyaratan 
yang dibolehkan oleh syariat. Adapun pendapat kedua, 
yaitu menegaskan bahwa hukum asal dalam masalah ini 
adalah sah dan boleh, tidak haram dan tidak pula batal, 
kecuali terdapat dalil dari syariat yang menunjukkan haram 
dan batalnya. Dengan demikian maksud dari syarth jaza’i, 
yaitu diperbolehkan, asalkan hakikat transaksi tersebut 
bukanlah transaksi hutang piutang dan nominal dendanya 
wajar, sesuai dengan besarnya kerugian secara riil.
40
 
d. Syarat Penggunaan Hukuman Denda 
Denda keterlambatan ini dimaksudkan sebagai 
sanksi atau hukuman, supaya tidak mengulangi perbuatan 
maksiat kembali. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi 
Syariah, sanksi dapat diberikam kepada orang yang ingkar 
janji, dan ketenuan seseorang disebut ingkar janji dijelaskan 
dalam Pasal 36 yang menyebutkan bahwa : 
1) Melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya. 
2) Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak 
sebagaimana dijanjikan. 
3) Melakukan yang dijanjikannya, tetapi terlambat. 
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4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh 
dilakukan. 
Sedangkan mengenai jenis sanksinya disebutkan 
dalam Pasal 38, yaitu pihak dalam akad yang melakukan 
ingkar janji dapat dijatuhi sanksi: 
1) Membayar ganti rugi  
2) Pembatalan akad 
3) Peralihan resiko  
4) Denda, dan/atau 
5) Membayar biaya perkara 
Sedangkan mengenai penggunaan hukuman denda, 
sebagai fukaha dari kelompok yang meembolehkan 
penggunaannya, mereka mensyaratkan hukuman denda 
harus bersifat ancaman, yaitu dengan cara menarik uang 
terpidana dan menahan darinya sampai keadaan pelaku 




e. Pendapat Ulama Terhadap Pembayaran Denda  
1) Perspektif DSN MUI Terhadap Denda 
Dalam mengeluarkaan fatwa, Dewan Syari‟ah 
Nasional memperhatikan kondisi yang terjadi pada 
masyarakat. Maka dalam hal ini Dewan Syari‟ah 
Nasional menetapkan fatwa tentang sanksi atas nasabah 
yang mampu namun menunda-nunda pembayaran. 
Terdapat beberapa ketentuan dalam menetapkan 
sanksi kepada nasabah yang mampu namun menunda-
nunda pembayaran tersebut. Dalam hal ini dapat 
dibedakan menjadi dua yaitu ketentuan umum dan 
penyelesaian perselisihan. Fatwa tersebut menjelaskan 
bahwa denda yang diberikan kepada nasabah yang 
mampu namun menunda pembayaran dengan disengaja, 
bagi nasabah yang tidak mampu disebabkan force 
majeur tidak boleh dikenakan denda, nasabah yang tidak 
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mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar 
boleh dikenai denda. Sanksi ini bersifat ta’zir yaitu 
bertujuan untuk mendisiplinkan nasabah dalam 
melakukan kewajibannya. Besaran sanksi denda 
ditentukan berdasarkan kesepaktan pada awal 
pembuatan akad. Dana dari hasil denda tersebut 
diperuntukkan sebagai dana sosial.
42
 
Terdapat satu ayat Alquran, satu hadits, dan 
dua buah kaidah fikih yang dijadikan dalil. Ayat 
Alquran yang dijadikan dalil dalam mengeluarkan 
fatwa ini adalah firman Allah swt dalam surat Al-
Maidah ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut: 
ٗ  َػهَۡيكُ  ِى إِلَّ َيب يُۡخهَ َؼ  َۡ تُ ٱۡۡلَ ًَ ي ِٓ فُْٕا بِٱۡنُؼمُِٕد  أُِدهَّۡج نَُكى بَ ۡٔ ْا أَ َٰٕٓ ٍَ َءاَيُُ أَيَُّٓب ٱنَِّزي
َٰٓ ۡى يَ 
َ يَۡذُكُى َيب يُِشيُذ   ٌَّ ٱَّللَّ أََخُۡى ُدُشٌوٌۗ إِ َٔ ۡيِذ   َٔغۡيَش ُيِذهِّي ٱنصَّ
Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. 
Dihalakan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan 
dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak 
menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan 
haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum 
menurut yang dikehendakinya(Q.S. Al-Maidah (5) :1).
43
 
Pada ayat di atas dikatakan bahwa akad 
(perjanjian) mencakup janji prasetia hamba kepada 
Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam 
pergaulan sesamanya. Akad yang dibuat tersebut harus 
dipenuhi oleh masing-masing pihak, seperti akad 
perjanjian untuk mengembalikan pembiayaan pada 
waktu jatuh tempo. Ayat di atas dijadikan dalil untuk 
pemenuhan janji akad yang telah disepakati antara dua 
pihak berakad. 
2) Perspektif Para Ulama tentang Denda 
Menurut Yusuf al-Qaradhawi dalam bukunya 
yang berjudul Fatwa-Fatwa Kontemporer mengatakan 
bahwa sebagian ulama abad ini berpendapat bahwa jika 
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orang yang berhutang mempunyai hutang dan mampu 
membayar, namun mengulur-ulur waktu pembayaran, 
maka boleh mengambil denda darinya dan menganggap 
denda tersebut adalah sebagai sedekah.
44
 Kemudian 
uang denda tersebut disedahkan untuk membantu pelajar 
yang tidak mampu dan sebagiannya. 
Adapun orang yang terlambat membayar 
karena tidak mampu dan kondisi yang tidak 
memungkinkan, maka ia tidak denda. Sebagaimana 
dalam firman Allah swt dalam surat al-Baqarah ayat 280 
yang berbunyi sebagai berikut: 
  ٌَ ٕ ًُ لُْٕا َخۡيٞش نَُّكۡى إٌِ ُكُخُۡى حَۡؼهَ أٌَ حََصذَّ َٔ ٗ  َيۡيَغَشة    ٌَ ُرٔ ُػۡغَشة  فََُِظَشةٌ إِنَ إٌِ َكب َٕٔ١ٓ 
Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka 
berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh 
kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu 




Dalam ayat di atas dinyatakan bahwa Allah 
memberikan kelapangan bagi orang yang benar-benar 
dalam kesusahan sehingga tidak dapat membayar 
hutangnya, maka sepatutnya bagi orang yang memiliki 
kelebihan dan kemudahan maka Allah memerintahkan 
untuk menyedekahkan sebagian hutangnya untuk orang 
dibayarkan hingga orang tersebut kembali mampu 
membayar hutangnya. Tetapi dalam hal ini Allah tidak 
memerintahkan untuk menunda-nunda pembayaran 
utang jika orang tesebut membayarnya. 
3) Perjanjian Kerja Menurut Hukum Islam 
Dalam hukum Islam tidak ada satu ayat pun 
yang menjelaskan tentang perjanjian kerja secara detail. 
Namun dalam Islam banyak terdapat aturan-aturan yang 
dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam melihat 
apakah perjanjian kerja diperbolehkan oleh Islam atau 
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tidak. Maka dalam hal ini ada beberapa ayat baik 
Alquran maupun Hadits yang membahasnya. Perjanjian 
kerja dalam Islam disebut juga dengan al-ijarah, karena 
di dalam perjanjiannya seseorang menyewa tenaga orang 
lain untuk melakukan perjanjian kerja dengan memberi 
upah sebagai imbalannya.
46
 Pengertian ini senada 
dengan yang diungkapkan oleh Syekh Syihab al-Din 
dan Syekh Umaiah sebagaimana yang dikutip oleh 
Hendi Suhendi, bahwa yang dimaksud dengan al-ijarah 
adalah akad atas manfaat yang diketahui yang disengaja 




Berdasarkan akadnya perjanjian kerja termasuk 
dalam akad kerjasama (syirkah) dan sewa-menyewa 
(al-ijarah) tenaga kerja. Dikatakan sebagai akad syirkah 
karena perjanjian kerja timbul atas dasar kerjasama 
antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha di 
mana keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. 
Sedangkan akad dalam perjanjian kerja dikatakan 
sebagai akad al-ijarah karena dalam hal ini seorang 
majikan menyewa atau menggunakan manfaat atas 
tenaga dan keterampilan buruh dalam waktu tertentu 
dengan membayar upah sebagai pengganti atas 
pekerjaannya. Dalam hal ini perjanjian kerja yang 




a. Pengertian Al-Ijarah 
Secara etimologi al-ijarah berasal dari kata al-ajru 
yang berarti al-‘iwad yang dalam bahasa Indonesia berarti 
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 Oleh karena itu, lafaz al-ijarah 
mempunyai pengertian secara umum meliputi upah atas 
pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan Sesuatu kegiatan 
atau upah melakukan sesuatu kegiatan.
49
 Sedangkan menurut 
syara al-ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil 
manfaat dengan jalan penggantian.
50
 Upah juga sering 
disebut dengan al-ijarah ‘ala al-‘amal, ialah sebagai suatu 
akad yang objeknya adalah melakukan suatu pekerjaan.
51
 
Menurut Taqi al-Din al-Nabhani, al-ijarah ialah 
kepemilikkan harta dari seorang yang dikontrak tenaganya 
(ajir) oleh orang yang mengontrak tenaganya (mustajir), 
serta pemilikan harta dari mustajir oleh ajir, di mana ijarah 
merupakan transaksi terhadap jasa tetapi dengan disertai 
kompensasi (imbalan).
52
 Sedangkan Menurut pernyataan 
Professor Benham ujrah adalah uang yang dibayar oleh 




Dengan demikian yang dimaksud upah adalah 
memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang 
yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan 
tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian.
54
 
Mengenai masalah pengupahan, Islam menetapkan suatu 
pembahasan dalam kitab Fikih, yang terdapat dalam al-
ijarah. Al-ijarah merupakan suatu jenis akad antara dua 
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pihak yang berkaitan dengan manfaat atau jasa dalam tempo 
yang telah disepakati berdasarkan ketentuan syariat. Dalam 
konsep al-ijarah pemilik yang menyewakan suatu manfaat 
kepada orang lain disebut dengan mujir sedangkan pihak 
lain yang menyewa manfaat disebut mustajir dan sesuatu 
yang diakad untuk diambil manfaatnya disebut dengan 
majur, serta jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat 
ajran atau ujrah. Ketika akad al-ijarah telah terjadi secara 
sah, maka mustajir sudah berhak atas manfaat, dan orang 
yang menyewakan sudah berhak atas upah sebagai pengganti 
manfaat yang disewakan karena al-ijarah termasuk jenis 
transaksi tukar-menukar. 
Menurut pendapat ulama Malikiyah dan ulama 
Hanafiyah upah atau biaya sewa belum berstatus positif dan 
menjadi wajib hanya oleh sebab akad itu sendiri, akan tetapi 
upah atau biaya sewa menjadi positif dan wajib ketika pihak 
yang bersangkutan telah mendapat kemanfaatan dengan 
secara nyata atau dengan menjadikannya bisa mendapatkan 
kemanfaatan tersebut. Karena pada saat itulah, sesuatu yang 




Al-Ijarah dalam bentuk sewa menyewa maupun 
dalam bentuk upah mengupah itu merupakan muamalah 
yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya boleh 
atau mubah bila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang 
ditetapkan Islam. Bolehnya hukum al-ijarah berdasarkan 
kepada ayat-ayat Alquran dan Hadis Nabi.
56
 Pada dasarnya 
al-ijarah adalah salah satu bentuk kegiatan antara para pihak 
yang melakukan akad guna meringankan pekerjaan salah 
satu pihak, serta merupakan bentuk kegiatan sosial yang 
saling menolong antara sesama sesuai dengan ajaran 
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 Dan tujuannya disyariatkannya al-ijarah ialah 
untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan 
hidup. Dan tujuannya disyariatkannya al-ijarah ialah guna 
memberikan keringanan kepada sesama dalam pergaulan 
hidup. Seseorang mempunyai uang namun tidak dapat 
bekerja, dan dipihak lain ada yang mempunyai tenaga dan 




b. Dasar Hukum Al-Ijarah  
Dalam akad al-ijarah, hampir semua fuqaha sepakat 
bahwa al-ijarah dibolehkan berdasarkan Alquran, Hadist 
dan ijmak. Adapun beberapa ulama, seperti Abu Bakar al-
Asham, Ismail bin Ulayyah, Hasan al-Basri, al-Qasyani, al-
Nahrawani, dan Ibnu Kaisan. Mereka tidak membolehkan 
al-ijarah, sebab al-ijarah adalah jual beli kemanfaatan, yang 
tidak dapat dipegang (tidak ada). Sesuatu yang tidak ada 
tidak dapat dikategorikan jual beli. Setelah beberapa waktu 
barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit. 
Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu akad tidak 
boleh diperjualbelikan.
59
 Ulama memperbolehkan al-ijarah 
berdasarkan legitimasi dari Alquran, Hadist, dan ijmak. 
1) Dasar hukum al-Ijarah dalam Alquran 
       Surat Al- Thalaq ayat 6 yang berbunyi sebagai berikut: 
 
إٌِ  َٔ  
 ٍَّ ِٓ ٍَّ نِخَُضيِّمُْٕا َػهَۡي ُْٔ َل حَُضبَٰٓسُّ َٔ ۡجِذُكۡى  ُٔ  ٍ ٍۡ َدۡيُذ َعَكُخُى يِّ ٍَّ ِي أَۡعِكُُُْٕ
  ٗ ٍَّ َدخَّ ِٓ م  فَأََفِمُْٕا َػهَۡي ًۡ ِج َد
نَ  ْٔ ٍَّ أُ ْٕ ُك ٍَ نَُكۡى فَأحُ ٌۡ أَۡسَضۡؼ  فَئِ
 ٍَّ ُ هَٓ ًۡ ٍَ َد ٍَّ يََضۡؼ ُْ
 ٌْ إِ َٔ ۡؼُشٔف ِۖ  ًَ ُشْٔا بَۡيَُُكى بِ ًِ ۡأحَ َٔ  ٍَّ ٖ    أُُجَٕسُْ  ٦حََؼبَعۡشحُۡى فََغخُۡشِضُغ نَُّۥَٰٓ أُۡخَش
Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu 
bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah 
kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) 
mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) 
itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka 
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nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika 
mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah 
imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di 
antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu 
menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh 




Ayat di atas menjadi dasar hukum adanya sistem 
sewa dalam hukum Islam, seperti yang diungkapkan 
dalam ayat bahwa seseorang boleh menyewa orang lain 
untuk menyusui anaknya, tentu saja ayat ini berlaku 
umum terhadap segala bentuk sewa-menyewa.
61
 
Surat Al-Nahl ayat 97 yang berbunyi sebagai 
berikut: 
ُۡى  نََُۡجِضيََُّٓ َٔ  
ِۖ
ٗة طَيِّبَٗت  ٕ ُۥ َديَ ٍٞ فَهَُُۡذيِيََُّّ َٕ ُيۡؤِي ُْ َٔ   ٗ ٔۡ أَُزَ هِٗذب يٍِّ َرَكٍش أَ َم َص  ًِ ٍۡ َػ َي
  ٌَ هُٕ ًَ ٍِ َيب َكبَُْٕا يَۡؼ  ٨٩أَۡجَشُْى بِأَۡدَغ
Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki 
maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti 
akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan 
akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik 




Maksud balasan dalam ayat tersebut adalah 
tentang upah atau kompensasi. Dalam Islam seseorang 
yang mengerjakan pekerjaan dengan niat karena Allah 
akan mendapatkan balasan baik di dunia (berupa upah) 
maupun di akhirat ( berupa pahala), yang berlipat ganda. 
Surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi 
sebagai berikut: 
ثُ  نَِذ   َٕ ٱۡن َػهَٗ  َٔ َٔ  
َضبَػتَ  ٍۡ أََساَد أٌَ يُخِىَّ ٱنشَّ ًَ ٍِِۖ نِ ٍِ َكبِيهَۡي نَۡي ٕۡ ٍَّ َد َذُْ
نَ  ۡٔ ٍَ أَ يُۡشِضۡؼ
ۡعَؼَٓب  َل حَُضبَٰٓسَّ  ُٔ َۡفٌظ إِلَّ  ۡؼُشِٔف  َل حَُكهَُّف  ًَ ٍَّ بِٱۡن حُُٓ َٕ ِكۡغ َٔ  ٍَّ نُِٕد نَُّۥ ِسۡصلُُٓ ٕۡ ًَ ٱۡن
نُٕٞد نَّ  ٕۡ َل َي َٔ نَِذَْب  َٕ  بِ
نَِذةُُۢ ٌۡ أََساَدا فَِصبل  َػٍ َٔ  نَِكٌۗ فَئِ
اِسِد ِيۡزُم َر  َٕ َػهَٗ ٱۡن َٔ ِِۦ   نَِذ َٕ ُّۥ بِ
َذُكۡى فَََل  نَ  ۡٔ ْا أَ َٰٕٓ ٌۡ أََسدحُّۡى أٌَ حَۡغخَۡشِضُؼ إِ َٔ  
بٌۗ ًَ ِٓ س  فَََل ُجَُبَح َػهَۡي ُٔ حََشب َٔ ب  ًَ ُٓ
ُۡ حََشاض  يِّ
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بَٰٓ َءاحَۡيخُى بِٱ خُى يَّ ًۡ ب ُجَُبَح َػهَۡيُكۡى إَِرا َعهَّ ًَ َ بِ ٌَّ ٱَّللَّ ْا أَ َٰٕٓ ًُ ٱۡػهَ َٔ  َ ٱحَّمُْٕا ٱَّللَّ َٔ ۡؼُشِٔفٌۗ  ًَ ۡن
ٌَ بَِصيٞش   هُٕ ًَ  ٖٖٕحَۡؼ
Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 
dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara 
sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan 
pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak 
dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang 
ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang 
ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun 
(berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin 
menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan 
antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. 
Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang 
lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan 
pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah 
kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat 
apa yang kamu kerjakan (Q.S. Al-Baqarah (2): 233).
63
 
Yang menjadi dalil di atas adalah ungkapan 
“apabila kamu memberikan pembayaran yang patut”. 
Ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang 
diberikan berkat kewajiban membayar upah secara patut. 
Dalam hal ini termasuk di dalamnya jasa penyewaan.
64
 
2) Dasar Hukum Hadis 
 َٗ ٍَظ َسِض ٍْ أَ ُ َػ بِو فَمَبلَ  ّللاَّ ٍْ أَْجِش اْنُذجَّ ُ ُعئَِم َػ ُُّْ أَََّّ ُل اِدْ  :َػ ْٕ ِ خََجَى َسُع  ّللاَّ
ُ َصهَّٗ  ٍْ طََؼبوٍ  ّللاَّ ٍِ ِي أَْػطَبُِ َصبَػْي َٔ ْٕ طَْيبَتَ  ُّ أَبُ ًَ َعهََى َدَج َٔ  ِّ اُِ ) َػهَْي َٔ َس
 65.(انبَُخبِسٖ
Dari Anas ra, bahwa dirinya pernah ditanya mengenai 
upah dari bekerja membekam, dia mengatakan: 
Rasulullah saw dibekam oleh Abu Thaibah, dan beliau 
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memberinya imbalan, sebanyak dua sha’ makanan (H.R. 
Bukhari). 
ٍْ أبِْي ُْشَ  ُ َسِضَي  ْيَشةَ َػ ٍْ انَُّبِيَّ َصهَٗ  ّللاَّ ُُّْ َػ ُ َػ َعهَّ يْ هَ ػَ  ّللاَّ َٔ ُ َل بلَ  لَ بَى لَ ِّ   ّللاَّ
وَ نَٗ رََلَ حََؼب ْٕ ُٓى يَ ًُ َب َخْص سَ  َيِت َسُجمٌ اْنمِيَب رَتٌ أَ َٔ ا ُدّش   ُجٌم بَبعَ أَْػطَٗ ِبٗ رُىَّ َغَذَس 
 َ سَ  َكمَ فَأ َٔ  َُُّ ًَ ا فَب ُجمٌ رَ نَْى يُْؼِظ أَْجَشُِ اْعخَأَْجش  َٔ  ُُّْ (ٖسِ بخَ بُ انْ  اُِ َٔ سَ ) ْعخَٕفَٗ ِي
66
  
Dari Abu Hurairah ra dari Nabi saw Bersabda: Allah swt 
berfirman: ada tiga jenis orang yang aku menjadi musuh 
mereka pada hari kiamat, seseorang yang bersumpah atas 
namaku lalu mengingkarinya, seseorang yang menjual 
orang yang telah merdeka lalu memakan (uang dari) 
harganya dan seseorang yang memperkerjakan pekerja 
kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya 
namun tidak dibayar upahnya (HR. Bukhari). 
 
3) Dasar Hukum Ijmak 
Sejak zaman sahabat sampai sekarang al-ijarah 
telah disepakati oleh para ahli hukum Islam, kecuali 
beberapa ulama. Hal tersebut dikarenakan masyarakat 
sangat membutuhkan akad ini.
67
 Manusia senantiasa 
membutuhkan manfaat dari suatu barang atau tenaga 
orang lain. Al-ijarah adalah salah satu bentuk aktivitas 
yang dibutuhkan oleh manusia karena ada manusia yang 
tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya kecuali 
melalui sewa-menyewa atau upah-mengupah terlebih 
dahulu. Transaksi ini untuk meringankan yang dihadapi 
manusia dan termasuk salah satu bentuk aplikasi tolong 
menolong yang dianjurkan agama. Konsep al-ijarah 
merupakan manifestasi keluwesan hukum Islam untuk 
menghilangkan kessulitan dalam kehidupan manusia.
68
 
c. Rukun dan Syarat al-Ijarah  
1) Rukun al-Ijarah 
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Menurut Hanafiah, rukun al-ijarah hanya satu 
yaitu ijab dan kabul, yakni pernyataan dari orang yang 
menyewa dan menyewakan. Rukun dari al-jarah sebagai 
suatu transaksi adalah akad atau perjanjian kedua belah 
pihak yang menunjukkan bahwa transaksi itu telah 
berjalan secara suka sama suka.
69
 
Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun al-
ijarah itu ada empat yaitu: 
a) Aqid (orang yang berakad) 
Aqid adalah orang yang melakukan akad sewa 
menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberi 
upah atau menyewakan ialah mujir, orang yang 
menerima upah untuk melakukan sesuatu dan 
menyewa sesuatu yaitu mustajir. Disyaratkan pada 
mujir dan mustajir adalah balig, berakal cakap 




b) Shighat (Ijab dan Kabul) 
Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut 
sighat akad (sighah al-aqd), terdiri atas ijab dan 
kabul. Dalam hukum perjanjian Islam, ijab dan kabul 
dapat melalui ucapan (lisan), tulisan, utusan, dan 
dengan isyarat. Selain itu, bahwa akad adalah 
hubungan atau keterkaitan antara ijab dan kabul atas 




c) Ujrah (upah) 
Sesuatu yang menjadi objek upah mengupah 
atau sesuatu yang dikerjakan, dalam hal ini yang 
menjadi objek upah mengupah adalah sesuatu yang 
diperbolehkan menurut agama (Islam).  
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d) Manfaat  
Dalam mengontrak pekerja harus jelas bentuk 
pekerjaan dan upahnya sebab transaksi ujrah belum 
jelas maka hukumnya fasid.  
2) Syarat Al-Ijarah 
Pertama, syarat terjadinya akad (syurut al-
in’iqad) syarat ini berkaitan dengan pihak yang 
melaksanakan akad. Syarat utama bagi pihak yang 
melakukan al-ijarah ialah berakal sehat dan pihak yang 
melakukan al-ijarah itu mestilah orang yang sudah 
memiliki kecakapan bertindak yang sempurna mampu 
membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang 
tidak baik. Oleh sebab itu, orang yang gila atau anak 
kecil yang mumayyiz tidak sah melakukan al-ijarah. 
Demikian pula orang yang mabuk dan orang yang 
kadang-kadang datang sakit ingatannya, tidak sah 
melakukan al-ijarah ketika ia dalam keadaan sakit. 
Karena begitu pentingnya kecakapan bertindak itu 
sebagai persyaratan untuk melakukan sesuatu akad, maka 
golongan Syafi‟iyah dan Hanabilah menambahkan bahwa 
mereka yang melakukan akad itu mestilah orang yang 
sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar sudah 
mumayyiz saja.72 
Kedua, syarat pelaksanaan al-ijarah (syurut al-
nafadz). Akad al-ijarah dapat terlaksana bila ada 
kepemilikan dan penguasaan, karena tidak sah akad al-
ijarah terhadap barang milik atau sedang dalam 
penguasaan orang lain. Tanpa adanya kepemilikan dan 
atau penguasaan, maka al-ijarah tidak sah. 
Ketiga, syarat sah (syurut al-sihhah) ada terkait 
dengan para pihak yang berakad, objek akad, dan upah. 
Syarat sah al-ijarah adalah sebagai berikut:73 
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a) Adanya unsur suka rela dari para pihak yang 
melakukan akad.  
b) Objek akad yaitu manfaat barang atau jasa yang 
disewa harus jelas.  
c) Objek sewa harus dapat dipenuhi dan dapat 
diserahkan berdasarkan syarat ini maka tidak sah 
menyewa orang bisu untuk menjadi juru bicara, 
karena objek sewa tidak dapat terpenuhi oleh orang 
yang disewa jasanya. Objek sewa juga harus terpenuhi 
secara syar’i. Syarat ini sudah menjadi kesepakatan 
dikalangan ulama ahli fikih. 
d) Manfaat barang atau jasa yang disewakan hukumnya 
mubah secara syarak, seperti sewa buku untuk belajar, 
sewa rumah untuk ditinggali dan sebagainya. Tidak 
diperbolehkan untuk melakukan maksiat atau suatu 
yang dilarang syarak. Karena hal itu dilarang, dan 
secara syarak tidak boleh dipenuhi.
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e) Bila al-ijarah berupa sewa tenaga atau jasa, maka 
pekerjaan yang akan dilakukan oleh orang yang 
menyewakan jasa atau tenaga tersebut bukan 
merupakan suatu kewajiban baginya. Berdasarkan 
syarat ini, maka tidak sah al-ijarah atau menyewa jasa 
seseorang untuk shalat, karena shalat menjadi 
kewajiban setia mukmim. Ulama kontemporer 
berfatwa bagi para pengajar Alquran diperbolehkan 
mengambil upah atau uang jasa, Imam Malik dan 
Syafi‟i berpendapat bahwa diperbolehkan sewa jasa 
mengajar Alquran.  
d. Macam-Macam Ijarah 
Dilihat dari segi objeknya ijarah dapat dibagi 
menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:  
Pertama, al-ijarah manfaat (al-ijarah ‘ala al-
manfa’ah), misalnya sewa menyewa rumah, kendaraan, 
pakaian dan perhiasan. Dalam hal ini muajir mempunyai 
benda-benda tertentu dan musta’jir butuh benda tersebut dan 
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terjadi kesepakatan antara keduanya, di mana muajir 
mendapat imbalan tertentu dari mustajir, dan mustajir 
mendapat manfaat dari benda tersebut. Apabila manfaat itu 
yang dibolehkan syarak untuk dipergunakan, maka para 
ulama fikih sepakat menyatakan boleh dijadikan akad sewa-
menyewa. 
Kedua, al-ijarah yang bersifat pekerjaan (al-ijarah 
‘ala al-‘amal) ialah dengan cara memperkerjakan seseorang 
untuk melakukan suatu pekerjaan. Al-ijarah seperti ini 
menurut ulama fikih, hukumnya boleh apabila jenis 
pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, 
buruh pabrik dan buruh tani. Muajir adalah orang yang 
mempunyai keahlian, tenaga, jasa dan lain-lain, kemudian 
mustajir adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga 
atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. Muajir 
mendapatkan upah atas tenaga yang ia keluarkan untuk 
Mustajir mendapatkan tenaga atau jasa dari Muajir.  
Selain pembagian al-ijarah seperti yang telah 
diterangkan sebelumnya, ada pembagian al-ijarah lain yang 
sedikit berbeda, pembagian al-ijarah ini terdapat dalam 
madzhab Syafi‟i. Adapun pembagian al-ijarah menurut 
madzhab Syafi‟i sebagai berikut: 
1) Ijarah al-‘ain, yaitu menyewa dengan memanfaatkan 
benda yang kelihatan dan dapat dirasa. Seperti menyewa 
sebagian tanah, atau sebuah rumah yang sudah jelas 
untuk ditempati dan lain-lain. 
2) Ijarah al-‘immah, yaitu al-ijarah atas jasa atau manfaat 
yang ditanggung oleh pemilik, seperti menyewa mobil 
dengan tujuan kota tertentu, dalam hal ini jasa yang 
diakadkan menjadi tanggungan pemilik mobil. Akad ini 
dalam madzhab Syafi‟i sama dengan akad pesanan 
(salam). Yang harus diperhatikan dalam al-ijarah ini 
adalah upah atau ongkos yang harus dibayar di muka, 
sama seperti akad pesanan.
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e. Hal-Hal Yang dapat Membatalkan Al-Ijarah 
Sewa menyewa adalah jenis akad lazim yang 
salah satu pihak yang berakad itu tidak mempunyai hak 
untuk membatalkan perjanjian. Bahkan jika salah satu 
pihak yang menyewakan atau yang menyewa meninggal, 
perjanjian sewa-menyewa tidak akan menjadi batal jika 
objek sewa-menyewa masih tetap ada. Sebab apabila 
salah satu pihak meninggal maka kedudukannya 
digantikan oleh ahli warisnya.
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Berakhirnya sewa-menyewa menurut Sayyid 
Sabiq adalah disebabkan hal-hal sebagai berikut:  
1) Terjadinya cacat pada barang sewaan, terjadinya cacat 
itu karena kesalahan penyewa. 
2) Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah 
menjadi runtuh dan kebakaran. 
3) Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya 
masa yang telah ditentukan dan selesainya suatu 
pekerjaan. 
4) Rusaknya barang yang diupahkan (ma’jur ‘alaih) 
seperti, baju yang diupahkan untuk dijahitkan. 
5) Menurut madzhab Hanafi apabila ada uzur seperti 
rumah disita, maka akad berakhir. Sedangkan menurut 
mayoritas ulama, bahwa uzur yang membatalkan al-
ijarah itu apabila objeknya mengandung cacat atau 
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